



1.1 Latar Belakang. 
Karanganyar merupakan kabupaten di propinsi jawa tengah ibukotanya 
adalah Karanganyar, sekitar 14 km sebelah timur kota Surakarta. Secara 
Administratif Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan, 162 Desa dan 15 
Kelurahan dengan ketinggian daerah bervariasi antara 105-2000m dpl. Kabupaten 
Karanganyar terletak antara 110° 40” – 110° 70” Bujur Timur dan 70° 28” – 70° 
46”  Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta 
beriklim tropis dengan temperatur 22 – 31 °C.  
Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar Tahun dan 2018. 
Kota Karanganyar merupakan kota yang di juluki Bumi Intanpari.Yang 
mana merupakan singkatan dari industri, pertanian, dan pariwisata. Potensi 
Kabupaten Karanganyar yang sangat besar yaitu terletak pada bidang industri, 
pertanian, dan pariwisata. Karanganyar adalah Kabupaten yang maju dalam 
bidang industri. Hal itu didukung oleh keadaan alam yang cocok dan mendukung 
dalam pengolahan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. 
Pertumbuhan penduduk yang semakin padat dan laju pertumbuhan penduduk 
yang semakin tinggi  berdampak terhadap kebutuhan sehari – hari yang 
meningkat.sehingga di butuhkan perhatian khusus dan penanganan yang baik oleh 
pemerintah maupun lembaga untuk mengelola pertumbuhan fasilitas sosial 
ekonomi di kabupaten karanganyar agar dalam penenpatan nya dapat merata di 
setiap wilayah nya. 
Seiring berjalan nya waktu dan bertambah-nya jumlah penduduk yang 
semakin padat maka kebutuhan akan fasilitas umum pun juga meningkat seperti 
fasilitas pendidikan yaitu: sekolah, fasilitas kesehatan yaitu: rumah 
sakit,puskesmas dan posyandu, fasilitas ekonomi yaitu: pasar,serta fasilitas 
peribadatan: Masjid,gereja dan vihara. Yang mana fasilitas umum tersebut 
berguna dan di butuhkan oleh masyarakat dalam menunjang kebutuhan ekonomi 
dan dan aktivitas masyarakat dalam keseharian nya. Dalam pertumbuhan fasilitas 





meningkat dan menjadi lengkap seiring berjalan nya waktu. Berikut ini 
menunjukkan jumlah fasilitas sosial ekonomi di kabupaten Karanganyar Tahun 
2004 dan 2018 yang tersaji dalam Tabel 1 dan 2. 
Tabel 1. Fasilitas Sosial Ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2004. 
No. Nama Fasilitas Jumlah 
1. Sekolah Dasar 491 
2. SLTP 49 
3. SLTA 12 
4. POSYANDU 1.290 
Pratama Madya Purnama Mandiri 
226 383 507 174 
 
5. POLINDES 12.285 
6. PUSKESMAS 21 
7. RUMAH SAKIT 3 
8. MASJID 1.902 
9. GEREJA 127 
10. PASAR 50 
11. PERTOKOAN 9.016 
12. KOPERASI 17 
 Total : 27.295 
Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2004 dan 2018. 
Tabel 2. Fasilitas Sosial Ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2018. 
No. Nama Fasilitas Jumlah 
1. Sekolah Dasar 473 
2. SLTP 51 
3. SLTA 9 
4. POSYANDU 1.407 
Pratama Madya Purnama Mandiri 
23 383 778 223 
 
5. POLINDES 12.388 
6. PUSKESMAS 21 
7. RUMAH SAKIT 8 
8. MASJID 2.492 
9. GEREJA 193 
10. PASAR 53 
11. PERTOKOAN 6250 
12. KOPERASI 17 
 Total : 16.965 





Berdasarkan data dari badan pusat statistik yang nunjukkan bahwa 
pertumbuhan penduduk yang semakin pesat yang berdampak dengan kebutuhan 
tehadap ketersediaan fasilitas sosial ekonomi yang semakin tinggi di Kabupaten 
Karanganyar ini yang melatar belakangi penelitian yang kami teliti.salah satu 
langkah yang di lakukan untuk mengetahui pola persebaran fasilitas sosial 
ekonomi yaitu dengan sebuah pemetaan pola persebaran fasilitas sosial ekonomi 
dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIG). 
Sistem informasi yang dibangun adalah sistem informasi yang dapat 
menggambarkan persebaran fasilitas sosial ekonomi dalam pembuatan nya  
berfungsi sebagai pengelolaan peta digital yang dapat mempresentasikan daerah 
penelitiaan tersebut.Pola persebaran tersebut meberikan gambaran tentang letak 
fasilitas sosial ekonomi itu berada. Dalam sistem ini mempermudah kita dalam 
pemahaman karean berbentuk peta selain itu juga dapat membantu pemerintah 
atau lembaga dalam penentuan pembangunan fasilitas sosial ekonomi. 
Wilayah Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah yang strategis yang 
merupak daerah yang terdapat di daerah perbatasan antara kabupaten magetan 
yang berada di daerah jawa timur dengan Kabupaten Karanganyar itu sendiri yang 
berada di jawa tengah. Sehingga saya mengambil penelitian ini untuk mengetahui 
sejauh mana pertumbuhan fasilitas sosial ekonomi yang berada di Kabupaten 
Karanganyar. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari data BPS Kabupaten Karanganyar 
dapat diketahui bahwa setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar 
memiliki pertumbuhan fasilitas sosial ekonomi yang berbeda dan tingkat 
kelengkapan-nya. Seperti Kecamatan Karanganyar yang berada di pusat kota 
Kabupaten Karanganyar yang memiliki fasilitas sosial ekonomi yang lengkap dan 
memadahi namun pada kecamatan yang jauh dari pusat kota memiliki fasilitas 
sosial ekonomi yang kurang lengkap. Hal ini di pengaruhi oleh keadaan alam serta 





Tabel 3. Fasilitas Sosial Ekonomi Setiap Kecamatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2005. 
No. Kecamatan SD SMP SMA Posyandu Polides Puskesmas 
Rumh 
Sakit 
Masjid Gereja Koperasi Pertokoan Pasar 
1 Jatipuro 28 3 1 28 4 1 0 98 4 1 309 3 
2 Jatiyoso 26 4 - 14 3 1 0 119 7 1 376 3 
3 Jumapolo 26 3 1 44 5 1 0 123 6 1 395 3 
4 Jumantono 30 3 1 0 4 1 0 142 4 1 198 2 
5 Matesih 28 2 - 6 3 1 0 144 5 1 427 3 
6 Tawangmangu 31 2 - 11 3 1 0 77 8 1 519 3 
7 Ngargoyoso 22 3 - 36 3 1 0 81 3 1 186 3 
8 Karangpandan 28 3 1 32 4 1 0 115 9 1 303 3 
9 Karanganyar 38 5 2 0 2 1 1 156 5 1 988 4 
10 Tasikmadu 27 3 - 1 3 1 1 94 3 1 707 3 
11 Jaten 31 2 - 0 6 2 0 104 12 1 1.542 4 
12 Colomadu 23 3 1 10 3 2 1 70 18 1 785 1 
13 Gondangrejo 31 3 1 0 3 1 0 127 6 1 640 1 
14 Kebakkramat 31 3 1 5 2 2 0 100 8 1 560 3 
15 Mojogedang 37 3 1 2 5 2 0 142 12 1 552 6 
16 Kerjo 28 2 1 0 4 1 0 85 8 1 338 3 
17 Jenawi 24 2 1 0 3 1 0 44 9 1 242 3 







Berdasarkan Tabel 3. di atas dapat diketahui bahwa berapa jumlah fasilitas 
sosial ekonomi pada kabupaten karanganyar pada tiap kecamatan yang berada di 
Kabupaten Karanganyar. Dampak dari jarak yang jauh serta medan jalan yang 
sulit yang mempengaruhi pertumbuhan atau pembangungan fasilitas sosial 
ekonomi yang jauh dari pusat kota. Selain jarak ada pula faktor yang 
mempengaruhi kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut akibat adanya 
perbedaan hasil produksi regional di setiap kecamatan. Berikut adalah Tabel 4. 
PDRB tiap kecamatan Di kabupaten karanganyar. 
Tabel 4. Indeks Berantai Domestik Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha,Atas 







Indeks Berantai PDRB Indeks Berantai PDRB 
  
  
ADH Berlaku ADH Konstan 
    2002 2003 2004 2002 2003 2004 
1. Pertanian 117,70 108,92 108,93 108,94 105,66 104,25 
  a. Pertania Pangan 105,57 106,10 107,37 92,44 102,81 103,31 
  b.PertanianPerkebunan 
Rakyat 
129,28 119,98 115,04 119,67 112,94 107,45 
  c.Pertanian Perkebunan 
Besar 
111,11 109,01 116,17 110,52 102,04 114,62 
  d.Perternakan 139,38 110,87 105,54 110,21 110,29 104,68 
  e.Kehutanan 102,48 107,27 108,42 101,97 101,77 102,98 
  f. Perikanan 113,14 105,20 140,04 107,03 97,84 113,09 
2. Pertambangan dan 
Penggalian 
102,48 107,27 108,42 101,97 103,68 102,90 
3. Industri Pengolahan 113,14 105,20 140,04 107,03 102,53 104,83 
4. Listrik,Gas dan Air 109,64 117,83 115,04 101,37 104,70 115,19 
5. Bangunan 110,61 109,98 114,38 103,91 103,92 103,58 
6. Perdagangan 127,55 145,76 121,16 111,82 101,85 102,28 
7. Angkutan dan 
Perhubungan 
116,73 117,91 116,51 102,91 103,43 106,77 
8. Lembaga 
Keuangan,Sewa 
Bangunan dan Jasa 
Persewaan 
114,17 121,20 118,59 102,31 111,69 104,01 
9. Jasa - Jasa 110,09 111,31 109,30 105,93 101,73 101,80 
10. PDRB 112,41 111,15 111,86 103,19 103,32 104,03 





Tabel 4. diatas mejelaskan Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) 
Menurut Lapangan Usaha,Atas Dasar Harga Berlaku Dan Konstan Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2002 – 2004. 
Tabel 5. Produk Domestik Regional  Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku 





PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 
(Jutaan Rp.) 
2002 2003 2004 
1. Jatipuro 84.510,05 94.029,35 105.472,49 
2. Jatiyoso 73.765,72 82.196,10 71.705,37 
3. Jumapolo 107.448,32 119.398,21 137.069,66 
4. Jumantono 104.874,90 116.697,77 128.522,00 
5. Matesih 112.027,02 124.653,78 135.486,26 
6. Tawangmangu 156.182,22 174.369,78 182.010,36 
7. Ngargoyoso 76.486,29 85.156,17 92.776,10 
8. Karangpandan 119.559,33 132.911,97 147.465,72 
9. Karanganyar 246.051,94 276.458,15 316.876,88 
10. Tasikmadu 155.064,11 172.707,98 187.907,80 
11. Jaten 909.624,43 1.006.263,09 1.161.262,22 
12. Colomadu 138.806,02 155.984,19 176.285,21 
13. Gondangrejo 209.007,48 231.523,06 252.584,36 
14. Kebakkramat 338.923,41 375.126,96 408.677,32 
15. Mojogedang 145.119,72 161.343,30 177.951,56 
16. Kerjo 102.458,04 114.044,34 126.266,15 
17. Jenawi 81.409,39 90.847,20 101.098.30 
  Jumlah 3.161.318,40 3.513.710,69 3.930.470,48 
Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2005. 
 
Tabel 5. di atas menjelaskan Produk Domestik Regional  Bruto (PDRB) 










Tabel 6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kecamatan Atas 





PDRB Atas Dasar Harga Konstan 
(Jutaan Rp.) 
2002 2003 2004 
1. Jatipuro 32.086,66 33.299,30 34.598,66 
2. Jatiyoso 29.571,63 30.677,23 31.558,19 
3. Jumapolo 42.758,82 44.392,92 45.459,21 
4. Jumantono 45.694,68 47.661,07 48.826,92 
5. Matesih 45.614,02 47.180,20 48.133,40 
6. Tawangmangu 61.790,97 63.982,11 64.246,59 
7. Ngargoyoso 31.390,27 32.567,28 33.737,15 
8. Karangpandan 51.210,55 52.896,24 55.009,06 
9. Karanganyar 111.075,83 114.835,21 120.102,75 
10. Tasikmadu 62.048,29 63.920,17 66.252,87 
11. Jaten 325.448,29 334.642,97 353.709,15 
12. Colomadu 61.276,80 63.453,80 66.092,78 
13. Gondangrejo 75.936,57 78.510,64 80.434,02 
14. Kebakkramat 129.076,99 133.048,96 138.615,80 
15. Mojogedang 61.911.68 64.143,99 66.075,40 
16. Kerjo 47.554,62 49.391,44 51.763,28 
17. Jenawi 34.239,80 35.559,52 37.494,12 
  Jumlah 1.248.686,47 1.290.163,05 1.342.109,35 
Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar Tahun 2005. 
 
Tabel 6. di atas menjelaskan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Menurut Kecamatan Atas Dasar Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2002 – 
2004. Hal tersebut apakah berdampak pada pola persebaran fasilitas sosial 
ekonomi di kabupaten karanganyar, merata di setiap wilayah ataupun hanya 
terpusat di satu titik. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik 
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pola Pertumbuhan Fasilitas Sosial 










1.2 Perumusan Masalah. 
1. Bagaimana Pola Persebaran Fasilitas Sosial Ekonomi di Kabupaten 
Karanganyar tahun 2004 - 2018 ? 
2. Bagaimana Pertumbuhan Fasilitas Sosial Ekonomi di Kabupaten 
Karanganyar tahun 2004 - 2018 ? 
3. Faktor - faktor yang Ber asosiasi Pertumbuhan Fasilitas Sosial Ekonomi di 
Kabupaten Karanganyar tahun 2004 - 2018 ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian. 
1. Menganalisis Pola Persebaran Fasilitas Sosial Ekonomi di Kabupaten 
Karanganyar tahun 2004 - 2018. 
2. Menganalisis Pertumbuhan Fasilitas Sosial Ekonomi di Kabupaten 
Karanganyar tahun 2004 - 2018.  
3. Menganalisis Faktor – faktor yang Ber asosiasi Pertumbuhan Fasilitas Sosial 
Ekonomi tahun 2004 - 2018. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian. 
1. Untuk memenuhi salah satu syarat  kelulusan di jenjang S1. 
2. Sebagai Bahan Referensi Pembelajaran Teknik Analisis Perencanaan 
Wilayah. 
3. Sebagai Sumbangsi Gagasan Ilmiah dan Karya Ilmiah Untuk Fakultas 
Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 
1.5.1 Telaah Pustaka. 
a. Teori Lokasi. 
Water Christaller (dalam Nurmala Dewi, 1997), ahli geografi 
berkebangsaan Jerman, mengatakan bahwa sebagai kawasan yang berpengaruh 
luas terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya, pusat pertumbuhan dapat dicitrakan 
dengan titik-titik simpul yang berbentuk geometris heksagonal (segi 
enam).Wilayah segi enam itu merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya 





dimaksud dapat berupa pusat-pusat perbelanjaan, kota, atau pun pusat-pusat 
kegiatan lainnya. Oleh tempat-tempat sentral itu, wilayah atau tempat-tempat lain 
di sekitarnya akan tertarik.Misalnya, ibukota provinsi dapat menarik beberapa 
kota atau ibukota kabupaten, ibukota kabupaten menarik beberapa kecamatan, dan 
seterusnya secara hierarkis.Ditinjau dari luas kawasan pengaruhnya, hierarki 
sentral dibedakan atas: (1) tempat sentral berhierarki tiga (k = 3), (2) tempat 
sentral berhierarki empat (k = 4), dan (3) tempat sentral berhierarki tujuh (k = 7). 
Pemusatan kegiatan biasanya terjadi pada lokasi sentral yang umumnya 
memiliki jumlah penduduk yang besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan teori 
Christaller (dalam Daldjoeni, 1997) mengenai tempat sentral (Central Place 
Theory) yaitu tempat yang lokasinya sentral dimana tempat tersebut 
memungkinkan manusia dalam kuantitas yang maksimum, baik bagi mereka yang 
terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen barang-barang 
dan pelayanan yang dihasilkanya. Tempat-tempat semacam itu memiliki kawasan 
pengaruh terhadap daerah sekitarnya.Berdasarkan konsep  teori tempat terpusat  
Christaller (dalam Daldjoeni, 1997) kota berfungsi sebagai penyelenggaraan dan 
penyediaan jasa bagi sekitarnya. Kota merupakan suatu pusat pelayanan, dari hal 
tersebut maka dapat di simpulkan bahwa kota pada awalnya bukan sebagai tempat 
pemukiman melainkan pusat pelayanan. Sehubungan dengan teori Christaller 
tersebut maka pasar sebagai salah satu pusat pelayanan ekonomi rakyat umumnya 
terletak pada lokasi sentral, strategis serta mudah di jangkau oleh masyarakat. 
Dengan demikian kesimpulan Christaller menyebutkan bahwa pasar senantiasa 
tumbuh di pusat-pusat dari kumpulan penduduk dimana penduduk tersebut tidak 
mampu memenuhi kebutuhanya sendiri sehingga memerlukan bantuan dari pihak 
luar sehingga memerlukan bantuan dari pihak luar sehingga terjadilah tukar 
menukar barang di tempat-tempat yang relatif strategis yang umumnya berada di 
tengah tengah pemukiman penduduk. 
Lokasi pertanian menitikberatkan pada 2 hal utama tentang pola keruangan 
pertanian yaitu jarak lokasi pertanian ke pasar dan sifat produk pertanian 
(keawetan, harga, beban angkut). Hal ini sesuai dengan pernyataan teori Von 





disimpulkan bahwa harga sewa lahan pertanian nilainya tergantung tata guna 
lahannya. Lahan yang berada di dekat pusat kota akan lebih mahal di bandingkan 
lahan yang jauh dari pusat kota karena jarak yang makin jauh dari pusat 
kota/kegiatan, akan meningkatkan biaya transportasi. Model Teori Lokasi 
Pertanian Von Thunen membandingkan hubungan antara biaya produksi, harga 
pasar dan biaya transportasi.  Hasilnya adalah suatu pola penggunaan tanah 
berupa diagram cincin seperti gambar berikut. 
 
Gambar 1. Diagram Cincin Von Thunen. 
Sumber: http://www.radarplanologi.com/2015/10/teori-lokasi-von-thunen.html 
 
Semua penggunaan tanah pertanian memaksimalkan produktifitasnya 
masing-masing, dimana dalam kasus ini bergantung pada lokasi dari pasar (pusat 
kota). Banyaknya kegiatan yang berpusat pada kota atau pusat pasar ini 
menjadikan kota memiliki nilai yang lebih ekonomis untuk mendapatkan 
keuntungan maksimal bagi para pelaku pertanian. Faktor jarak juga menentukan 
nilai suatu barang, semakin jauh jarak yang ditempuh oleh para petani maka biaya 
transportasi yang dikeluarkan akan semakin meningkat, sehingga para petani akan 
memilih untuk menyewa lahan yang lebih dekat dengan pusat pasar atau kota 
dengan harapan bisa mendapatkan nilai atau harga barang yang lebih tinggi tanpa 









Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki 
karakteristik khusus yang menggambarkan keseragaman karakteristik ataupun 
aktifitas sehingga wilayah tersebut dapat dengan jelas dibedakan dari wilayah lain 
disekitarnya Amin,Choirul dan Musiyam, Muhammad (2017). Yang dimaksud 
wilayah dalam peneltian ini adalah Kawasan  kabupaten karanganyar. 
Glasson (1992), menjelaskan bahwa,dalam memaknai wilayah di bedakan 
dalam dua perbedaan secara subtantif, kedua perbedaan tersebut adalah 
pandangan terhadap subyek dan obyek. Pandangan subyektif merupakan wilayah 
sebagai alat atau cara untuk membatasi, menyederhanakan ide, suatu model yang 
dapat digunakan untuk mempelajari dunia sedangkan pandangan obyektif 
merupakan wilayah sebagai suatu objek atau batasan itu sendiri secara nyata yang 
dapat di identifikasi, lebih dalam dan dapat dipetakan. Penelitian ini menggunakan 
pandangan obyektif untuk memahami wilayah.Serta Objek yang dimaksud adalah 
hierarki wilayah dan interaksi wilayah di Kabupaten Kawasan  kabupaten 
karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tiga klasifikasi wilayah jika 
menggunakan pandangan obyektf Setyono,Jawoto (2007). Berikut klasifikasi 
wilayah jika menggunakan pandangan obyektif : 
1. Wilayah formal. 
Wilayah formal atau homogen merupakan wilayah yang diklasifikasi 
berdasarkan kesamaan atau kesergaman kriteria tertentu dalam suatu area. 
2. Wilayah Fungsional. 
Wilayah fungsional merupakan suatu area yang menggambarkan keterikatan 
dan keterhubungan antar bagian. 
3. Wilayah Perencanaan. 
Wilayah perencanaan adalah tipe klasifikasi ketiga yang mengakomodasi 
wilayah formal dan wilayah fungsional atau mengkombinasi antara keduanya, 
wilayah formal maupun fungsional. 
Penelitian ini berangkat dari pandangan obyektif  yang mana objek kajian 
tersebut dapat identifikasi dan dapat dipetakan. Objek kajian tersebut adalah 





Indonesia menurut McGee (1992) tidak hanya dikotomis yakni, adanya kota dan 
desa, melainkan juga adanya beberapa kawasan campuran yang menggambarkan 
adanya batas-batas yang kabur (bluring boundaries) antara desa dan kota. 
Kawasan ini tersebar di sepanjang koridor jalan arteri yang menghubungkan 
antara kota satu dengan yang lainnya, dan oleh McGee (1992) disebut sebagai 
kawasan desakota. Tipikal struktur wilayah di Indonesia dapat dilihat pada 
gambar dibawah. 
 
Gambar 2. Tipikal Struktur Wilayah di Indonesia. 
Sumber: Setyono,Jawoto (2007). “Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota”. Buku 
Ajar Fakultas Teknik, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro 
 
c. Wilayah Sebagai Ruang. 
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 
dan atau aspek fungsionalitas (UU No.26 tentang penataan ruang, 2007). Defnisi 
ini menjelaskan bahwa wilayah merupakan satu kesatuan ruang (spatial). Dalam 
satu kesatuan ruang itu terdapat banyak elemen dan komponen yang membentuk 
ruang itu sendiri serta proses keterkaitan antar elemen dan komponen-komponen 
di dalam ruang itu sendiri. Ruang sering diartikan dengan spasial atau keruangan. 
Penelitian ini memandang objek kajian secara keruangan dan menititik beratkan 
objek kajian pada aspek keruangan atau spasial. Penelitian ini menganalisis 





dikaji adalah wilayah yang terdapat di kabupaten karanganyar. Sebaran geografis 
wilayah yang terdapat di dalam ruang wilayah kabupaten karanganyar.tentunya 
memiliki kedudukan secara hierarki dan hubungan secara fungsional. 
 
d. Komponen Perkembangan Wilayah. 
Setyono, Jawoto (2013) menjelaskan bahwa, terdapat dua pendekatan utama 
untuk menjelaskan bagaimana wilayah berkembang. Pendekatan pratama 
mengatakan bahwa wilayah berkembang karena adanya keseimbangan antar 
faktor yang memicu  perkembangan wilayah (balanced growt). Pendekatan lain 
mengatakan bahwa, perkembangan wilayah merupakan hasil dari adanya 
ketidakseimbangan antar faktor (unbalanced growt). William Alonso (1990) 
menjelaskan bahwa, wilayah berkembang atau tidak berkembang akan 
dipengaruhi oleh lima elemen pokok yaitu : 
1. Tahapan perkembangan . 
2. Ketimpangan sosial. 
3. Ketimpangan wilayah . 
4. Konsentrasi geografis. 
5. Transisi demografis. 
Komponen-komponen yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah 
dinamika spasial yang terjadi di dalam suatu wilayah. Wilayah dalam penelitian 
ini diartikan sebagai suatu unit keruangan atau spasial.    
 
e. Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Pole). 
Francois Perroux pada tahun 1990 mengemukakan teorinya pole de 
croisanse. Dalam teorinya itu Perroux menekankan bahwa, pertumbuhan tidak 
muncul disetiap tempat secara simultan dan serentak. Pertumbuhan itu harus 
diciptakan dan memiliki intensitas yang berbeda yang disebut pusat pertumbuhan. 
Dalam kaitannya dengan struktur ruang teori growth pole memiliki sumbangsi 
terkait struktur ruang. Teori growth pole ini membuktikan bahwa, wilayah 







f. Central Place Theory. 
Amin,Choirul dan Musiyam, Muhammad (2017).Menyatakan bahwa, teori 
tempat sentral adalah teori geografis yang berusaha menjelaskan jumlah, ukuran 
dan lokasi permukiman penduduk dalam sistem perkotaan. Pernyataan tersebut 
menjelaskan bahwa, central place theory sendiri secara tidak langsung 
membuktikan bahwa wilayah sejatinya memiliki kedudukan secara hierarkis. 
Permukiman berfungsi sebagai central place (tempat pusat) yang 
menyediakan layanan kepada daerah sekitarnya (Christaller, 1933). Pernyataan 
Christaller ini menjelaskan bahwa, pusat permukiman merupakan tempat atau 
lokasi pusat pelayanan yang melayani wilayah sekitarnya. Teori central place 
yang dikemukakan Christaller ini memiliki penekanan pada aspek hubungan 
wilayah secara fungsional dimana, pusat permukiman memegang peranan penting 
untuk melayani wilayah sekitarnya. Hubungan pusat permukiman dengan wilayah 
sekitarnya dapat diartikan sebagai interaksi wilayah. 
 
g. Fasilitas Sosial. 
Menurut kamus besar bahasa indonesia fasilitas adalah sarana yang 
menunjang atau melancarkan suatu usaha atau kegiatan. Permendagri no 1 tahun 
1987 tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial 
mejelaskan bahwa fasilitas sosial yaitu, fasilitas yang dibutuhkan masyarakat 
dalam lingkungan permukiman yang meliputi: fasilitias kesehatan, fasilitas 
pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi dan budaya, olahraga 
dan taman bermain, pemerintah dan pelayanan umum serta pemakaman 
umum.Fasilitas sosial memegang peranan penting dan dapat menjadi indikator 
untuk mengetahui struktur ruang wilayah. Fasilitas sosial merupakan fasilitas 
yang diperlukan masyarakat dan sekaligus faktor utama dalam memperlancar 
proses  pembangunan wilayah. Ketersediaan faslitas sosial dapat menentukan 
perkembangan suatu wilayah. Semakin banyak ketersediaan fasilitas sosial suatu 
wilayah maka semakin tinggi jenjang kedudukan wilayah tersebut dalam struktur 
ruang wilayah dan begitupun sebaliknya, semakin sedikit ketersediaan faslitas 






Konsep esensial geografi berikutnya adalah pola (pattern). Pola 
adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan 
bumi baik gejala alam maupun gejala sosial. Pola juga dapat diartikan 
sebagai tatanan geometris yang beraturan sebagai bentuk interaksi manusia 
dengan lingkungannya. 
 
i. Persebaran . 
Prinsip penyebaran, yaitu suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata 
di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. 
Dengan memerhatikan dan menggambarkan penyebaran gejala dan fakta tadi 
dalam ruang, pengungkapan persoalan yang berkenaan dengan gejala dan fakta 
dapat terarah dengan baik. Dengan melihat dan menggambarkan berbagai gejala 
pada peta, hubungannya satu sama lain juga dapat terungkap secara menyeluruh. 
 
j. Indeks Sentralisasi Marshall. 
Sentralitas merupakan bagian dari matriks fungsi wilayah atau yang sering 
disebut dengan analisis fungsi yang merupakan  analisis terhadap  fungsi-fungsi 
pelayanan yang tersebar di wilayah studi, dalam kaitannya dengan berbagai 
aktivitas penduduk/masyarakat, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-
fasilitas tersebut (Riyadi, 2003:110). 
Indeks sentralitas dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hierarki pusat-
pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, 
seberapa banyak fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah 
penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi 
dalam satu satuan wilayah permukiman (Riyadi, 2003:118). Frekuensi keberadaan 
fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah 
tertentu, sedangkan frekuensi kegiatan menunjukkan tingkat pelayanan yang 








k. Skalogram Guttman. 
Louis Guttman (1950), salah satu skala satu dimensi menggambarkan 
respon subyek  terhadap obyek tertentu menurut tingkatan yang sempurna, orang 
yang mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik akan lebih baik 
dibandingkan dengan yang mampu menjawab sebagian saja. 
Analisis skalogram merupakan salah satu alat untuk mengidentifikasi  pusat 
pertumbuhan wilayah  berdasarkan fasilitas yang dimilikinya, dengan  demikian 
dapat ditentukan hirarki pusat-pusat  pertumbuhan dan aktivitas  pelayanan suatu 
wilayah. Wilayah dengan fasilitas yang lebih lengkap merupakan  pusat 
pelayanan, sedangkan wilayah dengan fasilitas yang kurang akan menjadi daerah 
belakang (hinterland).Skalogram pada umumnya digunakan untuk menganalisis 
pusat-pusat permukiman, khususnya hirarki atau orde pusat-pusat permukiman. 
Subjek dalam analisis ini merupakan pusat permukiman (settlement), sedangkan 
obyek diganti dengan fungsi atau kegiatan. Dengan beberapa tambahan analisis, 
misalnya aturan Marshall, atau algoritma Reed-Muench, tabel skalogram menjadi 
indikasi awal analisis jangkauan pelayanan setiap fungsi dan pusat permukiman 
yang dihasilkan. 
Alat analisis sckalogram membahas mengenai fasilitas perkotaan yang 
dimiliki suatu daerah sebagai indikator difungsikannya daerah tersebut sebagai 
salah satu pusat pertumbuhan. Tujuan digunakannya analisis ini adalah untuk 
mengidentifikasi kota-kota yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat 
pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas kota yang tersedia (Blakely, 1994: 94-99). 
Analisis scalogram mengelompokkan klasifikasi kota berdasarkan tiga 
komponen fasilitas dasar yang dimilikinya yaitu : 
1. Differentiation. 
Adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi. Fasilitas ini 
menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan 
yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan 
derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan akan menarik 







Adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktifitas social. Fasilitas ini 
menunjukkan tingkat kegiatan social dari kawasan/kota. Fasilitas 
tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan social 
namun pengelompokkan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi 
sosialnya relative lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha 
yang berorientasi pada keuntungan (benefit oriented). 
3. Centrality. 
Adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi-
politik/pemerintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan 
dari masyarakat dalam sistem kota/komunitas. Sentralitas ini diukur 
melalui perkembangan hierarki dari insitusi sipil, misalnya kantor pos, 
sekolahan, kantor pemerintahan dan sejenisnya. 
 
1.5.2 Penelitian Sebelumnya. 
Sibi, Frebriani (2016), Universitas gadjah mada dengan judul “Kajian 
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pelayan Pendidikan di Kota Jayapura”.penelitian 
ini bersifat kuantitatif dengan teknik sampling yaitu sensus sampling dan 
menggunakan metode analisis spasial ,skologram dan indeks sentralistas marshal- 
Identifikasi ketersediaan fasilitas pendidikan dan distribusi spasial sekolah 
(SD,SMP,SMA dan SMK) Kota jayapura menunjukan bahwa semua fasiltas 
pendidikan tersedia dan secara spasial lokasi sekolah mengikuti arah jalan raya / 
jalan utama – hirarki tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan kota jayapura 
menunujukan bahwa distrik jayapura utara dan distrik abepura berada pada hirarki 
tingkat 1dengan fasilitas pendidikan yang lengkap.Distrik heram dan Distrik 
jayapura selatan menempati hirarki ke – II dengan penyediaan fasilitas sedikit di 
bawah hirarki I. dan distrik Muara Tami menempati hirarki III dengan fasilitas 
pelayan pendidikan yang masih terbatas – proyeksi kebutuhan ruang pendidikan 
kota jayapura tahun 2006 Dimana sekitar 20 hektar ruang Yang di butuhkan bagi 






Nadia Maulida Fatmawati (2017), Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dengan judul “ Analisis Pertumbuhan Pusat Fasilitas Pelayanan Wilayah Di 
Kabupaten Klaten tahun 2005 – 2015”.penelitian ini bersifat kualitatif dengan 
menggunakan metode Indeks sentralitas marshall dan analisis model 
grafitasi,yang menunjukan bahwa fasilitas umum dikabupaten klaten tahun 2005 
dan tahun2015 berada di orde I yaitu kecamatan klaten utara yang wilayah 
tersebut menduduki orde paling tinggi bobot nya di tahun 2005, dengan nilai 
137,5 dan tahun 2015 dengan nilai 150,23.berdasarkan jumlah keseluruhan 
fasilitas umum yang ada di kabupaten klaten dalam kurun waktu 10 mengalami 
petumbuhan sebesar 5,8% yang termasuk kategori sangat lambat .Menurut pola 
persebaran nya yang berada di wilayah kabupaten klaten yaitu memanjang dan 
mengikuti jalan , kekuatan interaksi di kabupaten klaten yang paling kuat berada 
di kecamatan klaten utara dengan kecamatan ngawen yang pada tahun 2005 
bernilai 342850633,27 dan pada tahun 2015 dengan nilai 365.729.849,5.hal ini di 
karenakan jarak yang dekat membuat kedua wilayah tersebut memliki interaksi 
yang kuat.  
Berdasarkan dari kedua penelitian sebelumnya tersebut dapat diketahui 
bahwa terdapat tujuan yang sama serta menggunakan metode yang sama akan 
tetapi,berbeda dalam hasil penelitian nya.Pada penelitian ini menghasilkan peta 
pertumbuhan fasilitas sosial ekonomi serta pola sebaran fasilitas sosial ekonomi di 
kabupaten karanganyar tahun 2004 – 2018 dengan menggunakan metode indeks 
sentralitas marshal dan skalogram guttman. Untuk penelitian Sibi febriani 
yosina,2016 dengan judul “Kajian tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan 
pendidikan di kota jayapura” dengan hasil peta distribusi spasial sekolah Kota 
Jayapur dengan menggunakan metode Analisis Spasial,skalogram dan indeks 
sentralitas marshal. Sedangkan penelitian Nadia maulida fatmawati,2017, dengan 
judul “ Analisis pertumbuhan pusat pelayanan wilayah di Kabupaten Klaten tahun 
2005-2015 ” dengan hasil peta pusat pelayanan fasilitas umum dan peta kekuatan 
interaksi wilayah dengan menggunakan metode indeks sentralitas marshal dan 






Tabel 7. Penelitian Sebelumnya. 
No Penulis  judul Tujuan  Metode  Hasil  








Mengetahui tingkat ketersediaan 
fasilitas pelayanan pendidikan 
dengan pemberian hirarki 
ketersediaan fasilitas pendidikan 






Distribusi spasial sekolah kota jayapura 
menunjukan bahwa semua fasilitas pendidikan 
tersedian dan secara spasial lokasi sekolah 
mengikuti arah jalan raya / jalan utama 









tahun 2005 - 2015 
Menganalisis pertumbuhan pusat 
pelayanan fasilitas umum di 
kabupaten klaten dari tahun 2005 – 
2015 dan menganalisis kekeuatan 
interaksi wilayah di kabupaten 





Berdasarkan hasil perhitungan yang di lakukan 
menggunakan metode indeks sentralitas marshall 
di tahun 2015 yang menempati pusat 
pelayan,yaitu di kecamatan klaten 
utara.kemudian hasil kekuatan analisis gravitasi 
yang paling kuat yaitu kecamatan klaten utara 









Lanjutan Tabel 7. 
No Penulis  judul Tujuan  Metode  Hasil  







tahun 2004 - 2018 
Mengetahui pola 
persebaran fasilitas sosial 
ekonomi di kabupaten 
karanganyar tahun 2004 - 
2018 
Metode indeks sentralitas 
marshall dan analisis 
model gravitasi  
 
 












1.6 Kerangka Penelitian. 
Pola Konsep esensial geografi berikutnya adalah pola (pattern). Pola 
adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan 
bumi baik gejala alam maupun gejala sosial. Pola juga dapat diartikan 
sebagai tatanan geometris yang beraturan sebagai bentuk interaksi manusia 
dengan lingkungannya. Prinsip penyebaran, yaitu suatu gejala dan fakta yang 
tersebar tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, 
hewan, dan manusia. Dengan memerhatikan dan menggambarkan penyebaran 
gejala dan fakta tadi dalam ruang, pengungkapan persoalan yang berkenaan 
dengan gejala dan fakta dapat terarah dengan baik. Dengan melihat dan 
menggambarkan berbagai gejala pada peta, hubungannya satu sama lain juga 
dapat terungkap secara menyeluruh. Yang selanjutnya juga akan dapat 
meramalkan lebih lanjut.  
Fasilitas sosial memegang peranan penting dan dapat menjadi indikator 
untuk mengetahui struktur ruang wilayah. Fasilitas sosial merupakan fasilitas 
yang diperlukan masyarakat dan sekaligus faktor utama dalam memperlancar 
proses  pembangunan wilayah. Ketersediaan faslitas sosial dapat menentukan 
perkembangan suatu wilayah. Semakin banyak ketersediaan fasilitas sosial suatu 
wilayah maka semakin tinggi jenjang kedudukan wilayah tersebut dalam struktur 
ruang wilayah dan begitupun sebaliknya, semakin sedikit ketersediaan faslitas 
sosial maka semakin rendah kedudukan wilayah tersebut dalam struktur ruang 
wilayah. Menurut kamus besar bahasa indonesia fasilitas adalah sarana yang 
menunjang atau melancarkan suatu usaha atau kegiatan. Permendagri no 1 tahun 
1987 tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial 
mejelaskan bahwa fasilitas sosial yaitu, fasilitas yang dibutuhkan masyarakat 
dalam lingkungan permukiman yang meliputi: fasilitias kesehatan, fasilitas 
pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi dan budaya, olahraga 

































Gambar 3 Diagram Kerangka Penelitian. 


























1.7 Batasan Operasional. 
Wilayah adalah suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik 
khusus yang menggambarkan keseragaman karakteristik ataupun aktifitas 
sehingga wilayah tersebut dapat dengan jelas dibedakan dari wilayah lain di 
sekitarnya (Choirul Amin dan Muhammad Musiyam, 2017). Wilayah dalam 
penelitian ini adalah wilayah administrasi Kabupaten karanganyar. Fasilitas sosial 
merupakan, fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman 
yang meliputi: fasilitias kesehatan, fasilitas pendidikan, perbelanjaan dan niaga, 
peribadatan, rekreasi dan budaya, olahraga dan taman bermain, pemerintah dan 
pelayanan umum serta pemakaman umum (Permendagri No. 1 ,1987). Fasilitas 
sosial dalam penelitian ini adalah seluruh fasilitas sosial berupa fasilitas 
pendidikan, peribadatan,ekonomi dan kesehatan di Kabupaten karanganyar yang 
terdata oleh Badan Pusat Statistik..Hierarki Wilayah dapat dimaknai dengan 
berbagai penjelasan berikut. Menurut KBBI hierarki adalah urutan atau tingkatan 
jenjang jabatan. Choirul Amin dan Muhammad Musiyam, 2017 menyatakan 
bahwa, wilayah adalah suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik 
khusus yang menggambarkan keseragaman karakteristik ataupun aktifitas 
sehingga wilayah tersebut dapat dengan jelas dibedakan dari wilayah lain di 
sekitarnya. Berdasarkan berbagai penjelasan tentang hierarki dan wilayah dapat 
dimaknai bahwa, hierarki wilayah merupakan urutan dan jenjang kedudukan 
wilayah berdasarkan fungsi wilayah.Pola Konsep esensial geografi berikutnya 
adalah pola (pattern). Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau 
kejadian di permukaan bumi baik gejala alam maupun gejala sosial. Pola juga 
dapat diartikan sebagai tatanan geometris yang beraturan sebagai bentuk interaksi 
manusia dengan lingkungannya.Persebaran Prinsip penyebaran, yaitu suatu 
gejala dan fakta yang tersebar tidak merata di permukaan bumi yang meliputi 
bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dengan memerhatikan dan 
menggambarkan penyebaran gejala dan fakta tadi dalam ruang, pengungkapan 
persoalan yang berkenaan dengan gejala dan fakta dapat terarah dengan baik. 
Dengan melihat dan menggambarkan berbagai gejala pada peta, hubungannya 
satu sama lain juga dapat terungkap secara menyeluruh. 
